
SATINAIS

KOMISI PEMILIHAN I,'ItrUM

PROVIISI IIUSA TEITGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NoMOR 92 /HK.o3. 1-Kpt / 52 / Prov I tx I 2Or7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEITYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2O16 yang menyebutkan

bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur adalah menyusun dan menetapkan

pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat

(1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota yang menyebutkan KPU

trnaN $

Provinsi . .
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Mengingat
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Provinsi/ KIP Acetr menetapkan Keputusan KPU

Provinsi/ KIP Aceh tentang pedoman telods
Pemutakhiran Data dan pen5rusunan Daftar
Pemilih dala:rr Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan
KPU ini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Prorrinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan

Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pemutaktriran
Data darr Pen5rusunan Daftar Pemilih dalarn
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan kmbaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O15 Nomor 23, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

1O Tahun 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor O1 Tahun 2010;

4. Peraturan . ...
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahlun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2417 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraarl Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2OL7 Tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 561HK.03.1-

Kpt/52 /Prov IVI/2OL7 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 722 /PK.Ol,-

B,AI 52lProv /IX/2017 tanggal 27 September 2Ot7

tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data

dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROWNSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN

Menetapkan

DAFTAR . .
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

-4-

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018.

Menetapkan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam la.mpiran I dan

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU sebagai panduan pelaksanaan Pemuktahiran

Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU AKSAR ANSORI

ttd
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NoMOR 92lHK.03. 1-Kptl 52 /Prov /Ix/ 2Ol7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA

DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMIL]H DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WANIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1l
huruf d, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang
menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi pemilihan Umum
Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
1 menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. menerima daftar Pemilih dari KpU Kabupaten/ Kota dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

3. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data terakhir;
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a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Ra}ryat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. pemilihan.

4. serta menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 32 Ayat (1) peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2OlT tentang pemutakhiran

Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,
yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan
keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh tentang pedoman teknis pemutakhiran
data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dengan berpedoman pada Peraturan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPDP dan siapa saja yang berkepentingan
dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2018, yang dilaksanakan berdasarkan azas:

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;
5. tertib;

6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

11. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.
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RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi hak memilih,
sumber data pemilih, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih,
Penetapan Daftar Pemilih serta cara penggunaan hak pilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilakukan dengan memperbaharui data
Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar pemilih dari pemilu

atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data
Pemilih dan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan
selanjutnya digunakan sebagai bahan penJrusunan DpS yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh ppK dan
PPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
tahun 2018, selanjutnya disebut pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan ralgrat
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan
demokratis.

Pemilihan Umum atau
Pemilu atau Pemilihan

Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwak an
Rakyat Daerah atau pemilu presiden dan Wakit presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling
akhir.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasionar, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyerenggara pemilihan umum dan diberikan tugas
dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang_undang pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya
disebut KPU provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang_undang penyelenggara

1

, Pemilihan Terakhir, selanjutnya
Terakhir, adalah pcmilu Anggota

disebut

Dewan

.)

4
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pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang pemilihan.

5. Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KpU
Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemflihan

Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang_ undang
Pemilihan

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat ppK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat ppS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/ kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh pps untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang- undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Pemilihan.

1 1 . Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut
Panwas Kabupaten/ Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

i
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Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di
wilayah kabupaten / kota.

12' Panitia pengawas pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut panwas
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh panwas
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kecamatan.

13. Pengawas pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat ppl-, adalah
petugas yang dibentuk oleh panwas Kecamatan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data pemilih, selanjutnya disingkat ppDp,
adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama
lainnya yang membantu ppS daram pcmutakhiran data pemilih.

15' Pasangan calon adarah Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TpS, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam
Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemitih Pemilihan, selanjutnya disingkat
DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data

penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat

pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah

daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan

umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.

20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS

yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota.

21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah

daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,

namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada

hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daltar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar

yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yartg

menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

I
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23. Pemutakhiran Data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui
data Pemilih berdasarkan Dp4 dan berdasarkan Daftar pemilih dari
Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara merakukan verifikasi
faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan
pen5rusunan DPS yang dilaksanakan oleh KpU Kabupaten/Kota
dengan dibantu oleh ppK dan ppS.

24. Sistem Informasi Data pemilih adarah seperangkat sistem dan
teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu

atau Pemilihan dalam men5rusun, mengkoordinasi, mengumumkan
dan memelihara data Pemilih.

25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah
kegiatan yang dilakukan oleh ppDp dalam pemutakhiran data
Pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan partai politik

yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KpU provinsi Nusa Tenggara

Barat.

27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah

administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan.

28. Hari adalah hari kalender.

E. FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data
dan penl.usunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:
a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;

b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;

c. Model A.A. 1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran pemilih;

d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti pencocokan

dan Penelitian;

e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDp;

f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan pemilih Hasil

Pemutakhiran;

g. Model A.E}.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran Desa/ Kelurahan;

1.
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h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil
Pemutakhiran Kecamatan;

i. Model A.c-KrvvK merupakan Daftar pemilih potensial Non KTp_
elektronik;

j. Model A.C. 1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih
Potensial Non KTp_elektronik Desa/ Kelurahan;

k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih
Potensial Non KTp_elektronik Kecamatan;

1. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih
Potensial Non KTp-elektronik Kabupaten/ Kota;

m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih
Potensial Non KTp-elektronik provinsi;

n. Model A. I-KWK merupakan Daftar pemilih Sementara;
o. Model A. 1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih

Sementara Kabupaten/Kota;
p. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih

Sementara Provinsi;

q. Model A. I.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan
Masukan Masyarakat terhadap DpS;

r. Model A.2-KWK merupakan Daftar pemilih Sementara Hasil
Perbaikan;

s. Model A.2.I-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih

Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan;

t. Model A.22-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar pemilih

Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;

u. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;

v. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Kabupaten/ Kota;

w. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Provinsi;

x. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;

y. Model A.S-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar

Pemilih Pindahan); dan

z. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.
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2 Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

KPU ini.

BAB II

HAK MEMILIH

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga
Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang
ditentukan lain dalam undang-undang.

SYARAT PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus
memenuhi syarat:

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang terganggu jiwaf ingatanrrya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik;

e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda penduduk

Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat
menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat; dan

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat
sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

A

B

2
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g. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih,

ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 1, warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat

menggunakan hak memilihnYa.

4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di

PPS pada setiap desa/kelurahan.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih

dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud

pada angka 4, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir

Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli

stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi,

diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam)

bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke

Bawaslu.

b. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi data potensial

Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara

terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.

c. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf b paling kurang
memuat informasi, meliputi:

1) nomor urut;
2) Nomor Induk Kependudukan;

3) nomor Kartu Keluarga

4) nama lengkap;

5) tempat lahir;

6) tanggal lahir;

7l umur;

8) jenis kelamin;

a
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status perkawinan;

alamat jalan/dukuh;

Rukun Tetangga (RT);

Rukun Warga (RW); dan
jenis disabilitas.

d DP4 sebagaimana dirnaksud pada huruf c dilengkapi dengan

rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk soficopg dan
dituangkan dalam berita acara serah terima.

DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan

menggunakan format excel dan f atanl Comma Separated Values

(csv).

Analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

a. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada Angka t huruf a, KPU melakukan analisis DP4.

b. KPU melakukan sinkronisasi DPI Pemilu atau Pemilihan

Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada

ayat huruf a.

c. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam

DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

d. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:

1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

lebih pada hari pemungutan suara; atau

2l Pemilih yang telah berubah status dari status anggota

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia menjadi status sipil.

e. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud

pada huruf b kepada KPU Provinsi NTB dan KPU

Kabupaten/ Kota sebagai bahan dalam melakukan

pemutakhiran.

f. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud

pada huruf a pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

e

2
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KPU Kabupaten/Kota men5rusun daftar Pemilih berdasarkan

data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada

huruf e dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

Penyrrsunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g

dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling

banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:

1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;

2\ memudahkan Pemilih;

3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;

4l jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan

memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada:

1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopg; dan

2) PPK dan PPS dalam bentuk softcopg.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1 . Daftar Pemilih Sementara

a. Tugas PPDP

1) KPU Kabupaten lKola dalam melakukan Pemutakhiran

Data Pemilih dibantu oleh PPDP.

2) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berasal

dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga

(RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang

bersangkutan.

3) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2) diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

4l PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlah:

a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah

Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan

b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan

jumlah Pemilih lebih dari 4OO (empat ratus) orang.

5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih

secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun

Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

h

1

B
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6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5)

dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:

a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi

belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan

formulir Model A.A-KWK;

b) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah

lain;

e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari

status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17

tahun dan belum kawin/menikah pada hari

pemungutan suara;

g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada

keberadaannya;

h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya

berdasarkan surat keterangan dokter;

i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum

tetap;

j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus

pada kolom jenis disabilitas; dan

k) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas

kependudukan bukan merupakan penduduk pada

daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

7\ Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih

pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam

BAB III Huruf A Angka 2 huruf g dan formulir Model A.A-

KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a:

a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan; atau

b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk

dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan;
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c) Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu
Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

8) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada

angka 7), PPDP mencatat pemilih tersebut ke dalam
formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK,

dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
a) tidak mempunyai Kartu Tanda penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan; atau

b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih

dengan menggunakan formulir Model A.A.I-KWK dan
menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir
Model A.A.2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan
jumlah kepala keluarga.

10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit
sebagaimana dimaksud pada angka 9) ke dalam formulir
Model A.A.3-KWK.

f 1) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana

dimaksud pada angka 10) kepada ppS.

Tugas PPS

1) PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran Data
Pemilih kepada PPDP.

2) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada ppDp

sebagaimana dimaksud pada angka 1) metiputi:
a) jadwal pelaksanaan Coklit;

b) persiapan pelaksanaan Coklit;

c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan

d) tata cara pengisian formulir.

3) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi

kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah ppDp

melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 5).

4| PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 5) wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten/ Kota.
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5) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDp sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 11), PPS menyusun daftar
Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh

PPDP.

6) PPS dalam menJrusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran

sebagaimana dimaksud pada angka 5), dibantu oleh ppDp

dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang Tidak
Memenuhi Syarat, Pemilih baru, perbaikan data pemilih

yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model

A.B-KWK.

7) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau
belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 8), dengan menggunakan

formulir Model A.C-KWK.

8) PPS melakukan rekapituiasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan

menggunakan Model A.B. 1 -KWK.

9) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana

dimaksud pada angka 7) dengan menggunakan formulir
Model A.C.1-KWK.

10) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan

angka 9) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan

dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPS.

11) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka

10) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan

Calon.

12) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

angka 11), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

13) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12) harus

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
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14) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada angka 13), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.

15) PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud
pada angka 5) dan angka 7) kepada ppK, ppl- dan KpU
Kabupaten/Kota dalam bentuk soficopg d.an hardcopg.

16) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pem,ih
sebagaimana dimaksud pada angka g) kepada ppK dan
KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopg d.at hardcopg.

17) Dalam hal PPS melakukan pen5rusunan daftar pemilih hasil
pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih
sebagaimana dimaksud pada angka 5), angka 7), dan angka
8) dilakukan dalam bentuk hard.copg.

Tugas PPK

1) PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar
Pemilih hasil pemutakhiran dari pps sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 8) dan angka 9).

2l PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada

huruf b angka 9) dengan menggunakan formulir Model

4.C.2-KWK.

3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota PPK.

4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3)

dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

angka 41, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

jdih.kpu.go.id/ntb



d

-16-

7l PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada angka 6), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.

8) PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka l) ke dalam
formulir Model A.8..2-KWK;

9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud
pada angka 8) dan salinan formulir Model A.C.2-KWK

sebagaimana dimaksud pada angka 2l disampaikan

kepada:

a) KPU Kabupaten/Kota;

b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten/Kota;

c) Panwas Kecamatan;

d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Tugas KPU Kabupaten/Kota

1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK

sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a, KPU

Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih

hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

2l KPU Kabupaten/ Kota men5rusun daftar Pemilih hasil

peny'Lrsunan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c

angka 2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.

3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap

Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud

pada angka 2) dengan mengacu pada DP4.

4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud

pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4)

dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/ Kota, Tim Kampanye

Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan

kependudukan dan catatan sipil setempat.

6) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5),

PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
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Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

7) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TpS.

8) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada angka 7), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

9) KPU Kabupaten/ Kota men5rusun rekapitulasi DpS
sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir
Model A. 1.3-KWK.

10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir
Model A.l.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9)

dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud
pada angka 3) kepada:

a) KPU Provinsi NTB;

b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;

c) PanwasKabupaten/Kota;

d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

e) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan

dan catatan sipil setempat.

l1) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana

dimaksud pada angka 1) menggunakan formulir Model A.l-

KWK.

12) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS

sebagaimana dimaksud pada angka 11) kepada PPS melalui

PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan

sebagai:

a) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan;

b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya;

dan

c) arsip PPS.

13) KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan salinan DPS

sebagaimana dimaksud pada angka 11, dalam bentuk

soficopg dengan format Portable Document Format (PDFI
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kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan panwas

Kabupaten /Kota.
14) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DpS dalam

bentuk softcopy dengan format excel atau Comma

Separated Talues (CSV) dari Sistem Informasi Daftar
Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye

Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
15) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, KpU

Provinsi NTB melakukan rekapitulasi DpS setelah

menerima DPS dari KPU Kabupaten lKota sebagaimana

dimaksud pada angka 10) huruf a menggunakan formulir
Model A. 1.4-KWK.

16) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas
yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa
Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah
administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan,

setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada angka 10) huruf e.

17) Dalam ha1 dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat tidak
memberikan keterangan bahwa pemilih yang

bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif
yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 16, KPU Kabupaten/ Kota

menemui dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat untuk
meminta menerbitkan keterangan tersebut.

18) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir,
dinas yang menyelenggarakan urusankependudukan
dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat

tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang

bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif
yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 17, KPU Kabupaten/ Kota

mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke

dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU
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Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan
urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah
kabupaten/kota setempat dan disaksikan oreh panwas
Kabupaten/ Kota.

19) Dalam ha] dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat
memberikan seluruh data dan informasi mengenai data
Pemilih yang masuk daram formulir Moder A.c.3-KwK, Kpu
Kabupaten/ Kota melaporkan kepada KpU.

20) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada
angka 19) dengan melakukan koordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
untuk melakukan pengecekan terhadap data pemilih yang
ada dalam formulir Model Model A.C.3_KWK.

21) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan
bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka
20) kepada KpU Kabupaten/Kota.

22) KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil
pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 21) dengan
melakukal:

a) memasukan pemilih kedalam DpT apabila pemilih
dimaksud terdaftar database kependudukan;

b) mencoret pemilih dari DpT apabila pemilih terdaftar
dalam database kependudukan daerah pemilihan lain;
dan

c) berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan

urusan kependudukan dan catatan sipil untuk
menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak
terdaftar dalam database kependudukan.

e. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau

untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh)

hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada huruf
d angka 12).

Daftar Pemilih Tetap

a. Pengajuan Usul Perbaikan
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1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang

berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang

tercantum dalam DPS kepada PPS.

2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka
1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang

berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan

berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada ppS,

yang meliputi:

a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3;

b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh
belas) tahun;

c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

d) Pemilih sudah meninggal dunia;

e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

BAB II HurufA Angka 3.

3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dan angka 2) disampaikan kepada PPS dengan

menunjukkan dan menyerahkan salinan ffotocopg) Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari
Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,

serta mengisi formulir Model A. 1.A-KWK.

Tugas PPS

1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka

2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk
diperbaiki.

2l Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada angka 1) usulan perbaikan dapat diterima,
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4)

3)

PPS memperbaiki DpS berdasarkan Kartu Tanda penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda
bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau
telah terdaftar sebagai pemitih.

PPS melakukan rekapitulasi DpS hasil perbaikan
sebagaimana dimaksud pada angka 2) menggunakan
formulir Model A.2. l-KWK.
PPS menyampaikan DpS hasit perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 2) dan rekapitulasi DpS hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada
PPK.

Tugas PPK

1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DpS setelah
menerima hasil perbaikan DpS dari ppS sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 3) menggunakan formulir
Model A.2.2-KWK.

2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.

3) rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2)

dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye
Pasangan Calon.

4l Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana

dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

7\ PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada:

a) KPU Kabupaten/Kota;

b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten/Kota;
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c) panwas Kecamatan; dan
d) setiap Tim Kampanye pasangan Calon.

d. T\rgas KPU Kabupaten/Kota

1) setelah menerima hasil perbaikan Dps dari ppK

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4), Kpu
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan
DPS dan menetapkan DpT.

2) Rekapitulasi dan penetapan Dpr sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU KabupatenlKota.

3) rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2)

dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupatenf Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.

4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2),

PPK, Panwas Kabupatenf Kota, atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

6) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan

sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

7) KPU KabupatenlKota menetapkan DPT sebagaimana

dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir

Model A.3-KWK.

8) KPU Kabupaten/Kota menJrusun rekapitulasi DPT

sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir

Model A.3.3-KWK.

9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi

DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:

a) KPU Provinsi NTB;

b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;

c) Panwas KabupatenlKota;

d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

jdih.kpu.go.id/ntb



e

f.

-23-

e) perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.

10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan saiinan penetapan
DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada ppS

melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk
digunakan sebagai:

a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
b) pengumuman di sekretaria t lbalai Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya;
dan

c) arsip PPS.

11) KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud

menyampaikan salinan DpT

pada angka 7), dalam bentuk
soficopg dengan format portable Document Format (pDF)
kepada Tim Kampanye pasangan Calon tingkat kecamatan,
Tim Kampanye pasangan Calon tingkat kabupaten/kota,
Panwas Kecamatan dan panwas Kabupaten/Kota.

12) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DpI dalam
bentuk softcopg dengan format excel atau Comma
Separated Values (CSV), apabila terdapat permintaan dari
Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim
Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota,
Panwas Kecamatan dan panwas Kabupaten/Kota.

Pengumuman DPT

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau
setelah menerima DPT dari KpU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf d angka 10).

Tugas KPU Provinsi NTB

1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB, KPU provinsi NTB melakukan rekapitulasi
DPI berdasarkan rekapitulasi DpT dari KpU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 9) huruf a).

2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB.

jdih.kpu.go.id/ntb



24-

3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2)

dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi NTB,

dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB.

4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi NTB sebagaimana

dimaksud pada angka 3), KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu

Provinsi NTB, dan Tim Kampanye Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

6) KPU Provinsi NTB wajib menindaklajuti masukan

sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

7) KPU Provinsi NTB menlr:sun rekapitulasi DPT ke dalam

formulir Model A.3.4-KWK.

8) KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan formulir Model

A.3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada:

a) KPU;

b) Bawaslu Provinsi NTB;

c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB;

d) perangkat daerah yang menangani urusan

kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

DAF*TAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai

Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan

dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang

bersangkutan menggunakan formuiir Model A.Tb-KWK.

A

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
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1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Angka 2 huruf d
Angka 10) hurufd dapat dilengkapi dengan Dpph.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas data pemilih

yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TpS, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TpS

tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TpS

lain dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang

menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Angka 2 meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan Suara;
b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan

keluarga yang mendampingi;

c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti
rehabilitasi;

d. Menjalanirehabilitasinarkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
permasyarakatan;

f. tugas belajar;

g. pindah domisili; dan/atau
h. tertimpa bencana a1am.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 2 disusun menggunakan

formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud
pada Angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah

dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih da,lam DpT di TpS asal.

6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5, melaporkan kepada

PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan Dpph dalam
formulir Model A.S-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TpS

lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud pada Angka 5 dan Angka 6, Pemilih dapat melapor kepada

KPU Kabupaten/ Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model

4.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan pemilih

sebagaimana dimaksud pada Angka 5 sampai dengan Angka 7,

meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DpT.
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9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DpT, pps atau KpU

Kabupaten/ Kota menerbitkan surat Keterangan pindah Memilih

menggunakan formulir Model A.S-KWK, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana

dimaksud pada angka 9) pada kolom keterangan DpT.

11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.S-KWK kepada ppS tempat
tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan

suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

TUGAS KPU PROVINSI NTB DAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi NTB dan KpU Kabupaten/Kota dalam meny,usun data
Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data pemilih.

2. Sistem Informasi Data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1

digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam
men5rusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data
Pemilih dan untuk melayani pem ih merakukan pemeriksaan data
Pemilih.

A

C

B TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
Setelah pemungutan suara, KpU Kabupaten/Kota memasukkan
DPTb pada Sistem Informasi Data pemilih guna pemutakhiran
Pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau pemilu berikutnva.

data

Data

PETUNJUK TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
Petunjuk teknis Pemutakhiran Data pem ih berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada huruf B ditetapkan oleh KpU.

PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
sistem Informasi Data pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
huruf B dan huruf C diselenggarakan oleh KpU provinsi NTB, KpU
Kabupaten/Kota, PPK dan ppS.

D
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DALAM HAL TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA MEMADAI
UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI
TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Data pemilih di tingkat
desa/kelurahan, penlusunan daftar pemitih dilakukan secara manual
oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data pemilih

difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS

PPDP MELALUI PPS DAN PPK

l. KPU Kabupaten/ Kota memonitor dan melakukan pencermatan

terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan ppK.

2. KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka l,
dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari
jumlah TPS di kabupaten/kota.

3. KPU Kabupaten/ Kota menindaklanjuti hasil pengawasan panwas

Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan pen5rusunan

Daftar Pemilih.

KEWAJIBAN KPU PROVINSI NTB

KPU Provinsi NTB wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran

Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu Provinsi NTB.

KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/ KOTA

KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan
pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta

menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/ Kota.

A

C

B
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BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup

lOoo/o (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih

menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd

\)

t

e
UJ

E
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NoMoR 92lHK.a3. 1-Kpt/52 /Ix/2Ot7
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTKHIRAN

DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NO KODE NAMA

MODEL A

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru

3 Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

5 Model A.A.3-KWK l.a.poran Hasil Coklit PPDP

6 Model A.B-KWK Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

Model A.B.1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Desa/Kelurahan

8 Model A.B.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Kecamatan

9 Model A.C-KWK Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik

10. Model A.C.l-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik

Desa/Kelurahan

11. Model A.C.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik

Kecamatan

1,2 Model A.C.3-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik

KabupatenlKota

2.

7.
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13 Model A.C.4-KWK
Rekapitulasi Daftar

Provinsi

Pemilih Potensial Non KTP-elektronik

14. Model A.I-KWK Daftar Pemilih Sementara

15. Model A.1.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten / IKota

16. Model A.1.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

t7. Model A.1.A-KWK
Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap

DPS

18. Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

19. Model A.2.L-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Desa/Kelurahan

2A Model A.2.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Kecamatan

21. Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

22 Model A.3.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/ Kota

23 Model A.3.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi

24 Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

25 Model A.S-KWK Surat Pemberitahuan {Daftar Pemilih Pindahan)

26 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

27 Formulir 2 PPDP Formulir Alat Bantu Periksa bagr Pemilih penyandang
Disabilitas untuk PPDP

28. Formulir 3 PPS Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang
Disabilitas untuk PPS

29 Formulif 4 PPK Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang
Disabilitas untuk PPK

30 Formulir 5 KPU
Kab/Kota

Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang
Disabilitas untuk KPU Kab /Kota

31 Formulir 6 KPU
Provinsi

Formulir Alat Bantu Periksa bagr Pemilih penyandang
Disabilitas untuk KPU Provinsi

)
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ModelA-KWK

6
PROVU{SI

I{ABUPATEIT/ ROTA

Kocalratat
D€s./ Koluraian
TPS

l{o !{o NI< NIK Narna TeDprt Lehlr T.ngg.I
Lehtr

Urnur
art.tus

Perkarrlnan
B/s/P

Jent.c
I(els,nh

LIP

Alsmat Dta
blltta.

Keteruga.rr il
JrLn/ Du.tuh Rt RE

I 2 3 4 5 6 'l a 9 1() 11 12 l3 15

1

2

3

4

5

6

7

a

9

lo

1l

12

t4

l5

t6

17

1a

19

20
*) Keterangan diisi:
U : Ubah data
1 : Meninsgal

2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domirili

5 : Tidak Dikonal
6:rNI
7 : Polri

8 : Hilang ingstan
9 : Hsk Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
l1 : bclum KTP-el
12 : belum dip6stikan KTP-el

ketsranaafl disalilitasl
l:Tuna Daksa
2: Tuna Notra
3: Tuna Ri.rngu/wicara
4:Tuna Grahita
5: Disabilita! lainnva

Keterangan Stalu. porkawiDan
B : Belum Kawin
S I Xawin
P: Pemah Rawin

Hal ... dari

DATTAR PEIILIH
PEUILIHTT GI'BERNI'R DAIT T'AXIL GUBERITUR PROVITAI

I(UTIA TENGGARA BATAT TAIIT'II 2018

13
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ffi DA.FIAR PIf,EI}I BARU
EtsUILIIIA'I CT'BERITUR DAIT WAXIL GI'BEAI{UR

rUgA TII{GGARA BARAT TAHIX 2O1A
PROVIIISI
I{ABUPATET{/ttOTA

llociDeta[
D.sa/Nclffahen
TPS

No Kl( NIK Narna Tempet Lrhtr Tanggal
Lahit

Uaur
St6tus

Porkawlnart
Blal P

Joai.
Kelamltl

LIP

AleDet Dlsa
bllltes Ketertngal

Jslan/ Dutu Rt RE
I 3 4 5 6 a 9 10 13 t4

2

1

5

6

7

a

9

lo

11

t2

13

l4

l5

l6

17

la

19

ketcrantan disabilitas:
1: Turta Dalsa
2: Turla Nctra
el 3: Tuna Ruigu/Wicara

Ketcrarge.n Status pcrkawinan
B r Belum Kawia
S : Kardn
P : Perrlah lbwin

Ditetapkan di....
" I(etcrsllaal1 dapat dii.si:
- behrr! KTP-c1
- belu6 dipastikan KT"-

4: Tuna Graltita
5: Disabilitas lailnya

Tanggal,
PPDP

I "-r"^*""1

,)

IIo

I

-n-r-it

E
tr
trL-
l-

t_i-T-t-
ll

++-+
n TT

f---l L
Tt-T-t-

+t----I
__l

Hal ... dari...

(...
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I

CONTOH

TANDA BUKTI PENDAF'TARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

Ditandatangani di
Tanggal,

Model A.A.1-KWK

Petugas
PemutakhiranData

Pemilih

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah

(. )( .)

s"'

ModelA.A.1-KWK

ffi
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

No Nama Pemilih
I
.)

3.
4

5.
6.
7

8.
9
10

11.

72

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat

No. TPS

No Nama Pemilih
1

2.
3

4.
5.

6.
7
8
9.

10.
11.

12.

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

Pemutakhiran Data
Pemilih

t. .)(. .)

jdih.kpu.go.id/ntb



Model A.A.2-KWK

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Iogo KPU

2. Jenis dan Tahun Pemilihan

3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Jumlah Pemilih

7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

jdih.kpu.go.id/ntb



G DAFTAR PEMILIH FOTEIIaIAL llot{ KTP clottrcnlt
PEXIT,IHAI{ CUBERNUB DAN WAIIIL CI'BER}IUR IIUSATEITGGARA BARAT

TAHUII 2018

NecaEataa
IrG../ tklurahra
TPA

Xodel A.C-IrWK

No No RI( NIK Narna TetBprt L.hlr T.nggEl
L.htr

Ulnur
Statua

P.rt wlla
tl B/A/P

Jotrlt
t{Glael
N LIP

Ahrxiat Dis
a
btu

Keterrngaa *l
Jala!/Dutuh Rw

I 2 3 4 5 6 7 a 9 1() 11 t2 13 t4

2

3

4

5

6

9

to

l1

t2

l3

L4

15

l6

l7

ta

19

Ditetapkan di

PROVITSI
XABI'PATEI/AOTA

keteranSan disabilitas:
l: Tutr-a Dal<sa
2: Tlrna Nctra
el 3: Trrna Ruigu/Wicara

4: Tulra Grahita
5: Disabilitas lai0nya

Keterangan Status pe(kawfuran r

B i Beltuo Kawih
S: Kawin
P : P.frrah I(awin

* Kct€1tugarr dapat diisi:
- bctur! KTP-cl
- bduo dipastikan KTP-

Hal ... deri

Tanggal,
KETUA PPS}

(....................................)

Rt

I

7

a

--l
E

l

rT--t -_]

---T--

rT ]

-T-

rrr

E
IH
=

i
tr
F

+

+
ffi
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Model A.A.3-t$tK

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

LAFORAI| I{ASIL COXLIT PPDP
PETILIHAN GUBERIIUR DAI| YAXIL GUBERITI,R I{I,SA TEI{CIGARA BARAT

TAHI'I| 2OIE

NOTPS

NAMAPPDP

NIKPPDP

NO HP

I Jumlah Data Pemilih diterima (A-IffiK)

II Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)

Tidak MemenuhiPemilih L P L+P

2. Pemilih gmda

3. Pemilih dibawah umur

4. Pemilih pindah domisili

5. Pemilih tidak dftenal

6. Pemilih beretatus TNI

7. Pemilih POLRI

8. Pemilih hilang ingatm

9. Pemjlih dengan hak pilih dicabut

III

1O, Pemilih bukan penduduk setempat

I
IV

IJurnlah P€elllh Hrdr

Jumlah
I

Jumlah Data Pemilih Disabilitas L P L+P

l.-T\rna Daksa (caet fisik, lumpuh)

2. Tuna Netra (buta)

3. Tuna Rungu/wicma (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)

4. Tuna GrahiJa (g.ngguan pikiran/jiwa)

5. Disabilitas Lainnya

Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)

Jumlah Stiker Digunakan

VI

VII

Junlah S(ltea Tcrira

l. Jumlah KK Huil Coklit

2. Jumlah Lembm Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.I-KWK) dibagikan

Peallth KTP El€lrEortk f,on - I(TP Et&ooIL

VIT 1. Jumlah Pemilih KTP-el Model A - KWK dan Model A.A-KWK

2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Ketermgan Disdukcapil

3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Ketermgan

............ /........./.......

Pclugar Peaoutalhfuea Date Pcdlt\

1{o Kegiataa Cordtt L P L+P

1. Pemilih meninccal

I

jdih.kpu.go.id/ntb



@ DArTARPIDT'IAIIAIf PEXII.III EAA&FEXIITAIqIINI,I
PIIILIEA' OUIIn.!IR DIIT YAXIL GuTIRITUR I(U6A ?I OGAnA BA.RAT

.......::.:..,... 
r^nura'rt 

ffi;.'.tff*."
tPs

Mod.l A. B-k\/v(

Ditetapkan di

PROVITAI
I(ABUPATEI( / XOTA

No llo XK MK Ter[pat
Lehlr

TsnggEl
khtr

Umur
8t tu.

Parkarbra
B/a/P

Jcnl,
KeL
Eh

AlE net Dl!a
blllter Keteranga! r)

Jalea/ Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II L2 I3 t+
1

2

3

5

6

7

8

10

1l

12

13

1.+

15

17

l9
k tsmngan di.abilita!
l: Tuna Daksa
2r Tuna Netra
3: Tuna
Rungu/wicar-a
4: T\tna Grahita
5: Di.abilitar lainnya

Koterargan StEtu3 p.rkawinan
B : Belurn Ka$'in
S i Kawin
P : Psmah Kawin

* K6ter6r'San di i.i
B : P.milih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : canda

4 : Pindah
Domi.ili

5 : Tidak Dik€nal
5:TNI
7 : Polri
8 : HilanA inSatan

9 : Hsl Pilih Dicabut
IO : Bukan P.nduduk
11 :beluln KTP-.1
12 : belum dipa.tikan KTP-et

, TsnSgal,

Panitia P.muDgutan
Suara l(otua

I{ama

9

t6

1a

f

t fl

L-
F

=
I

=

: ffi

---r_-
-+-

Hel... dari -..

(................................,..........-.)

jdih.kpu.go.id/ntb



A.B.1-Kmt

DESA/ XELURAHAN
XECAUATAT

RIKAPTTUIA$ DAtrTAR PE ILIH HASTL PEUUTAIiHIRAI{ DESA/XELUR.AHAI{
PEIIILIHAN GUBERI{UR DAN SAXIL GUBERITUR I|USA TEN(XIANA BARAT TAHU 2{,I8

OLEII PPS

P€rbel&en Data PomlllhPcmlllh Baru PoElIlh Tldet [omonuhl Slrorat

L P L+P

Kot6rengaIt{o. !{omor TPS

L L+P L P L+P

I

.+

5
6
7
a
9
10
11

13

L4

l5
TOTAL

IIEE--I-IE-E--I-II----I-EIE----I--II----I-E

-----II------rr-E-----E-I------IEI------EE-------IE-------IEr-------E--------EI--
I----I---

-

I

II
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

Nama

PAIIITIA PEUUNGUTAI{ SUARA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Ketua
Anggota
Anggota

KAIUPATEI{/ K(}fA
PROVItfst

P

2
3

t2

jdih.kpu.go.id/ntb



4.B.2-KWK

REKAPITUT,ASI DA"FTAR PEIILIH HAI}IL PITUTAXIIINTN I{ECAUAT'J{
PEUII.IHAN OUBERIIUR DA SAXIL GUBERIIUR I{USA TENqiARA BARAT TA'IUI{ 2OIA

OLEH PPK

KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA
PROVINSI

Poalllh Baru Pcmlllh Tldak feoolluhl Sys.at Porbatkrn Deta Penrlllhl{o. ame D€re/ l(olurahaa Judlah TPs

L P L+P L P L L+P

Kotorangan

1

2
3

5
6
7
a
9

I2
13

1.1

15

TCfALI

-E
--
--
--

E-

--
--

-
-

I

-

I

- -
-

IE

-
-

-
- -

I

-
-

-

I

I

-

---
--
--
--
T-II

--

I-

-----r---
-- ---

----

E---E---

----

I--

--
--- ---r- ---Ei_ ----I- ---

---

I-II

-

-
-
-
-
-

catatan: 1) coret salah satu

PANITTA PEMILIHAN KECAMATAN

Tanda Tangan
1. Ketua

2. Anggota

3, Anggota

4. Anggota

5. Anggota

L+P P

10
II

Disaikan dalam rapat plcno PPK Tanggal . .. . . . ..

Nalna

jdih.kpu.go.id/ntb



A.C.1-XWK

RTXAPITULASI DAFTAR PE ILIH P(rTEI{SIAL tfo[{ ttTP-.lchroatt DESA/XELURAHAI|
PEUILIHATI GUBERI{UR DAN WAI L GUBERNUR I{USA TEIGGARA BARAT TNIUI{ 2( TA

OLEXI PPS

Disahkan dalam rapat plero PPS Tanggal ........
PAI{ITIA PEUUIIGUTAII SUARA

Nama Tanda Tangan
1, Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Juolah PrEllihIto. Nonror TPS

P L+P

Xetors!8an

I
2
3

1
5

7

9
10

t2
13

l4
l5

TOTAL

III

-
-
-

E

-
-
-
-

II

-
-
-
-
-
-

E

-
-
-
-
-

TI

-

I

-
-
-

I

-

E

-

III

-
-
-
-

T
-

II

L

6

a

1l

jdih.kpu.go.id/ntb



KECAMATAN
KABUPATDN/ KOTA
PROVINST

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ...,....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

A.C.2-KWK

Tanda T6rlgan

catatani l) coret lalah satu

1.

2

3

4
5

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Jumla.h PemlllhNo. Natoe Dera/ Kelurahan Jult ah TPS

L P

K6t6rerrgan

I

3
4
5
6
7
a
9
t0
11

12
13

14
t5

TOTAL

E

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

-

-
-
-
-

-
-
-
-

nEIIAPITULAaI DA"FTAR PE I!,IH POTENSIAL I{Ol{ XTP{lohon0. I(ECATTATAN
PEUILIHAIT GUBER!ruR DAII WAXIL GUBERNUR I'IUSA TENGGARA BARAT TA}IUI{ 2018

OLEII PPIt

L+P

2

jdih.kpu.go.id/ntb



RETAPITULASI DAFTAR PEUTLIH POTENSIAL NON KTP-clehroalt XABUPATEN/KOTA
PEUILIHAN GUBERIIUR DAN SAIIIL GUBERNUR IIUSA TENGGARA BARAT TAIIUN 2O1A

OLEII RPU NABUPATEI{/ KOTA

A.C.3-KWl(

Tanda Tangan

XISUPATET/XOTA
PBOV! St

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal ........
KOMISI PEMIUHAN UMUM IOBUPATEN / KOTA

Nama

Juolah Pemlllh

L+P

KotcrelganNo. I{aea l(eceilatan .rurrlah
De.q/ltel

Jumls.h TPS

L P

1

2

4
5
6
7
a
I
10

11

12

l4
l5

TC/TAL

EI--

--
--

TIEEE-E-EEEE

---E
---
---
---

-E
3

13

1. Ketua

2. angota
3. angota
4. enggota

5. enggota

jdih.kpu.go.id/ntb



REI{APITUL/\III DAffAR PEUILIH FOTEilSIAL I{Ol{ IITP-elektront& PROVIIISI
PEUILIHAT{ GUBERIruR DAI{ WAI{IL GUBERITUR ITUSA TEI{GGARA BARAT

TAHUI 2018
OLEH NPU PROVIISI

A.C.4.KWK

Tanda Tangan

PROVINS! :............

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal ....,...
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Nama
1. Ketua

2. Angota
3. Angota
4. engota
5. Angota

No. ilarma llabupaten/ I{ota Jumlah Kec. Jumlah
Desa/Kel

Jumlah TPS Jumlah Pemlllh Keterangaa

L P L+P

1

2
J

4
5
6
7
8
9
10
11

t2
13
t4
15

TOTAL

jdih.kpu.go.id/ntb



Model A.1-l(WK

DAFTAR PEMILIH SDUETTTARA

PEUILIH.A,IT GUEruUR DAII WAI{IL GUBERNUR IIUTIA
TENGGARA BARAT TNIUN 2018

PROVIt{Sr
XABUPATEN/ KOTA

Xocaoatar
DG../ K.hrshe!
TPS

AlsrretNo No XN MB Nam& T6tnp6t L.hL
Rt

TanggBl
Lahrr

Umur
JGn!.

IlolaEto
LIP Jalsn / IluLuh Rw

Dlie
btttt . Netorangan

1 2 3 4 5 7 11 l3 L46 I 9 10 12

I

2

3

4

6

7

a

9

10

l1

12

13

14

15

16

t7

1a

19

20

IIIII

IIII

Ditetapkan di , Tanggal,
k.terangan disabilitaa :

I : Tuna Dal€a
2: T\.rna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disaulitas lainnya

Keterangan Status perkawinan
B : Belum tkwin
S r Kawin
P : P6nah Kawin

Hal ... dari ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
Ketua

Statu.
P6rtaEl.Dsn

BlslP

(....... ....)

jdih.kpu.go.id/ntb



RII{.APITULASI DATTAR PEUILIH {'EUEIITARA I{ABUPATBN/KOTA
PEUILIHAIT GUBERI{UR DAIT WAI(JL OUBERITUR NUSTA TENq}ARA BAR"AT TATIUil 2018

OLEII XPU I{ABUPATEI{/KOTA

A.1.3-KWK

Tanda Tangan

KABUPATEIT/I(OTA
PROVINSI

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal ........
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nama
1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5, Angota

No. Nama Kecamatan Jumlah
Dem/Kel

Jumlah TPS Jumlah Pemlllh Keterangan

L P L+P

1

2
J

4
5
6
7
8
9
10
11

L2
13
L4
l5

TOTAL

jdih.kpu.go.id/ntb



REXAPITULAAI DA,FTAR PEUILIH SEUENTARA PROVII{SI
PEIIILTHATI GUBERNUR DAN WAIIII, GUBERNUR I{UTiA TEI{GOARA BARAT

TAltut( 2014

OLEXI K?I' PROVINSI

A.1.4.KWK

Tanda Tangan

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal ...,....
KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI

Nama
1, Ketua

2. engota
3. angota
4. engota
5, argota

Jumlah Pomlllhl{o. l{aee Xsbupat€a/ Nota Jumlah N6c. .Iuel&h
Ir.!a/It.l

Jualeh TPs

L P

Xotorarga!

2
3

5
6
7
I
9
t0

t2
I3
I4
15

TOTAL

----
----E
-----
-----

I---EI----I----

----
-r---

-

I

I-

-
--

-

---
-

---

TIIEI-EI-
-
-

II-

PROVINSI :............

L+P

1

4

11

jdih.kpu.go.id/ntb



1.

2.
3.

Model A. 1.A-KWK

"",*"m*,ansuara,"i:3::::::"flffiq'#r*?:::'I'"Hffi 
:er

Kabupaten/Kota ................. Menerima tanggapan dan masukan terhadap DpS dari :

Nama
Alamat

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

Kesalahan data pernilih
Belum terdaftar

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam DaftarTanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih

NO. KK

NlK/Identitas lain

Tempat/Tanggal Lahir

Umur

Status Perkawinan {B/ S/ P)

Jenis Kelamin

Alamat

Jalan/Dukuh

RT/RW

Disabilitas

NO. TPS

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar
Tanggapan Masyarakat Pernilu Kepala Daerah

Tertanda " Tahun """
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(....................................................) (.................... ...........)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.

$

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

ffi TAITDABUXTI
r1ORUULIR TA"I{GG}AFAN DAI{ IASUIiAN TASYARAIIA'I TERHADAP DPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WArIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

Model A.l.A-KWK

Tahun......

Pemberi Masukanf tanggapan

(.................. .........) (.. .)

jdih.kpu.go.id/ntb



DAFTAR PEMILIH SEMEIIf ARA HA5IL PEBOAI(AI{

PEMlLlHAll GUBERNUR OAN WAKIL GUBERITIUR TAHUN ZO18

PROVINsI

KABUPATEI{/KOTA

TPS

Nt(
5t.tus

slslP

Janlt 9lsa

b ir
nt

t 2 3 4 5 6 1 8 t0 1l t2 t3 l4

7

2

l

5

6

7

8

9

10

11

t?

13

14

15

t7

18

19

kaerrnSan dbabilites

3:Tunaiuntu/wical!

5:Oisabilita9lainnya

(.tcangan Status p.rkawinan
B:8Glum X.win

a(eter.nSan dliri
8:Pelnilihb.ru
u: Ubahdata

l rMenin$al

2 rGenda

4:PindahDomilili

5:-rdakDiken.l

6 : Ttll

7 :Polri

I : Hilrn!lna.tan

ftI,.. d.ri

9 : Hik Pilih oicabut rOr
EukanPcnduduk 11 :b.lum
KTP-.1

12 j b.lum dlp.stikan KTP-.|

ModelA.2-KWK

Tangall.hir

9

15

___.1

___l

-t

I

i

H

l

l
-l

L]

ffi
I

L]
L TIt

t --T---

L
l- --.t

-.1

(.,.......,...................................)

jdih.kpu.go.id/ntb



A.2.I.KWK
REI{APITUL.ASI DATTAR PEUILIH SEUBNTANA HASIL PERBNIIAI{ DESA/I{ELURAHAIT
PEUILIHAN GUBERTIUR DAN WAKIL GUBERITUR NUSTA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

OLETI PPS

NECAMATAJ{
I{ABITPATEII/KOTA : .....
PROVINSI

No. Nomor TPS Jumlah Pemlllh Ketorangan

L P L+P

1

3

4
5
6
7
8
9
10
11

L2

13
t4
15

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........
PAI{ITIA PEMUTGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan
1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

jdih.kpu.go.id/ntb



KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

catatan: 1) coret salah satu

NEKAPITT'LASI DAITTAR PEUILIH SEUENTARA HASIL PERBAIKAN KECAUATAIT
PEMILIHAH GUBERNUR DAN WAXIL GUBERIIUR ITUSA TENq}ARA BARA'T TffIUt{ 2OI8

OLEII PPX

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama
1. Ketua

2. Anggota

3, Anggota

4. Anggota

5. Anggota

A.2.2-KWK

Tanda Tangan

I[o. Nama Dosa/Kelurahan Jumlah TPS .Iumlah Pemllih Ketorangen

L P L+P

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

t2
13

14
15

TOTAL

jdih.kpu.go.id/ntb



ffi DATTAN PEMI!,!H TETAP
PEUILIIIAI| GUBERIN'R DAI| wlUilL GUBERITUR IYUSA TEIT(K}ANA BARAT

TAIIUIT 2018
Xoctretaa
De*/Kefurahan

ModelA.II-KVUK

Ditetapkm di ..................., Tanggal,
. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PROVIITSI

I(ABUPATEIII/KOTA

keterangan
l: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna"Rungu/Wicara
4: TunaGrahita

Keterangan Statua perkawinan
B : Belum Karvin
S : Kawin
P: Pernah Kawin

i Keterangan diisi:
1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur
4 r Pindah Domisili

6: TNI

7 r Polri

8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari.

t4

t. _l

Ifo llo KII IIIX Nana Tempat La.hlt Tasgglf Lahfr Unur
Strtrrt

Pertrrlur
BISIP

Jcalr
Kelamlo

LIP

Alanat Dltsb
llitas

NGt€trargart *l

.Ialra/Dutuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 a I 10 11 L2 13

1

o

3

4

5

6

8

9

10

1l

t2

13

t4

t5

16

t7

18

19

2A

Ketua

jdih.kpu.go.id/ntb



Tanda Tangan

KABUPATEX/I(OTA
PNOVINSI

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal ........
KOMTSI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN/ K(,IA

Nama
1

2.

3.

4.

5.

Ketua

Angota
AnSgota

Anggota

Angota

Jualah Perntllh

L+P

Ifutoreagaa.ru6lah
Do.a/ Kel

Jumlah TPs

L P

1

2
3

5

a

10
l1
t2
l3
14

TcrIAL

-

II

I

--

E

-
-
--

-
-
-
-
-
-
-

RIXAPITULAAI DA!"TAR PEUILIH TETAP KABUPATEI{/IIOTA
PEIILITIAII GUBERITUR DAN SAXIL GUBERNUR I{USA TEI{GGARA BARAT TAHUN 2I)18

OLEII IIPU HAEUPATEII/ X(}TA

A.3.3-KC,K

l{o. !{aea Kecaoatan

6
7

9

I5

I
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Ol'lrli

REIIAPITI'LAAI DAFTAR, PEf,ILtH TICIAP PROVINAI
PEUILIHA'T GUBERI|OR DAI| SAIIIL GUBERITUR IIUSA AEI{GGIRA BARAT TAHUN 2018

OLEII I{?U PROVITAI

A.3.4-KlrI(

Tanda Tangan

PROVIISI :............

Disahkan dalam rapat plcno KPU Plovinsi Tanggal ........
KOMISI PEMIUHAN UMUM PRO!'INSI

Nama
1, Ketua

2.,rnggota

3. enggota

4. angota
5. engota

Juolah Pemlllhl{o, Jumleh TPS

L P L+P

KotoralganNama Kabupat3n/ Bot Judlah Kec, .rudlch
DGra/Bel

1

2
3
4
5
6
7
a
9

11

t2
13

L4

15

TC/TAL

-EI-E
-I----I--E-I---
-I--II-

EIE

II--EI--Ir--

-I----IE-E-r----IE---IE--

-

I

-
-

10

jdih.kpu.go.id/ntb



B
PROVIIfAI
XABUPATEN/XOTA

ModelA4-L/Vk
DAFTAR PEMILTH PIITDAHAN

PEUILIHET{ GUBIRI{UR DAN ITAI{TL GUBERNUR I{USA
TEIIGCARA BARAT TAIIUI'I 2OIA

Keteranga.n Status petkawinarl

K6ca.trrataa
Dess/ llslurahan
TPS

kcterangan disabilitas

1 i TUia Dal<sa
2: Ttuta Netra
3: T\raa Rungu/Wicara

Ditctapkan di... , Tanggal,

AIarIatNo No KX I K Na'ra TeEpat Laldr

6

Trrggal
Lahtr

UInur

9

Jenl3
Kelarnin

LIP Jelin/ Dutuh Rt
n

RD

Dtae
b tte.3

t4

Keteraagaa

1

2

I

5

6

7

a

9

LO

t2

l3

14

l5

l6

t7

1a

19

20

E

B : Belua Kawin
S : I(a$rin
P : Pcrnah l(awin

Hal dari

Parftia Pehu-nguta-n Suala
Kctua

{.

6ttatu.
Perklwlnao

BlslP

1l

4: Ttrna Crahita
5r Disabilita. laiinlra

..)
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i

NO. KK

NIK/ No.Paspor

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Alasan Pindah

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS

2 D*alKelurahan

3 Kecamatan

Model A.S-KWK

ffi
SURAT PEMBERITAHUAN

(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2018

4 Kabupaten/Kota

5 Provinsi

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutar Suara
1 TPS
2 Desa/Kel
3 Kecamatan
4 I{ablKota
5 Prorrinsi

Ketua,

...)(.....

a"

Model A.S-KWK

ffi
SURATPEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAIIAII[)

PEMILIHAN GUBERNUR DAI{ WAKIL GUBERNUR
TAIIUN 2018

NO. KK

NIKI No.Paspor

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Alasan Pindah

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS

2 Desa/Kelurahan

3 Kecamatal

4 Kabupaten/Kota

5 Provinsi

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk mernilih/memberikan suara di : Dalam

Negeri *) Panitia Pemungutan Suara

TPS
Desa/Kel
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi

1

2
3
4
5

Ketua,

jdih.kpu.go.id/ntb



(! G DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN e)A

Kecamatan

Desa/l(elurahan

TPS

Kelerangan Status perkawinan

B:BelumKawin

S :Kauh

P:Pemah Kawin

Hatdari ...

ModelA.Tb-KWK

Ditetapkan di ...-......"."...fanggal,... ... ..,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

PROVINS!

KABUPATEI{/KOTA

keterangan disabilitas:

1:Tuna Daksa

2.Tuna Netra

3: Tuna RunguMicara

4:Tuna Grahita

5: tbabllitas binnya

(. .,..'.')

No No KK NIK Nama Tempatl.ahlr Tanggal Lahlr Umur
Status

Pertcawlnan

B/S/P

Jerb

Kelamln

vP

FJamaI
Disa

biltt
as

Keterangan

Jalan/Dukuh Rt Rw
-t Z 3 4 S 6 6 9 10 .t-1- 1J L4

1

1

J

1

s

6

8

9

10
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FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH
PEI{YANDANG DISABILITAS UNTI'K

PANITIA PTMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (PPDPI

1

2

3

r6

r
r
T
T
r
tr

T
!
tr
tr

4

5

tidak

tidak

7 kepada setiap kepa-la atausalah satu kepala rumah dan ataupenghuni rumah, adakah pemilihtberiku enis disabilitaspenyandang
8 Memperbaiki data pemilih disapenyandang bilitasdalam kolom yang akurat
9 M, data Jenls disabilitas untuk pemilihdalam penyandang disabilitas
01 emilihp disapenyandang bilitas yang terdaftar se,bagai
11

Jenls dalam kolommodel pada
1 2. kepada PPS hasil pencocokan dandaftar penelitian pemu takhiran

Menanyakan kepada Ketua RT, adakah pemilih penyandang disabilitas
Menanyakan
disabilitas.

kepada tokoh masyarakat, adakah pemilih penyandang

Mena:ryakan
disabiltas.

kepada ,parat kelurahan, adakah pemilih penyandang

Menanyakan kepada adakahPPS, pemilih penyandang disabilitas

dari

Contohnya:

Membuat catatan khuSUS ika menemj ukan pemilih disabilitaspenyandangmasukan Ketua RT atau tokohMencatat ke,butuhan pemilih disabilipenyandang tas saatpadatanpemungu SU ara fiika ada) a. alat bantu tuna netra(braille btemplate);
) kursi roda; c) pendampingan KPPSpetugas

FORMUTIR]2 PPDP

r

jdih.kpu.go.id/ntb



FORMULIR ALA? BATTTU PERIKSA BAGI PEMILIH

PET{YANDAT{G DISABILITAS UNTI'K

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1
Menyebarluaskan informasi adanya rekrutmen KPPS dan peluan bagi
penyandang disabilitas meniadi KPPS. tr

2

1

Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat

Berkoordinasi dengan aparat desa dan struktur dibawahnya (RW/RT) dalam
melakukan pemutakhiran daftar pemilih, khususnya dalam melakukan
pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.

untuk adi KPPS

2

MelakukanpendampingankepadaPanitiaPemutakhiranDaftarPemilih(PPDP)dal
ammenj ala nkanketentuandan Standar Operasional Prosedur (SOP),
khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang
disabilitas.

3
Membantu PPDPyang mengalami kesulitan dalam proses pencocokan dan
penelitian (Coklit), khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar
pemilih penyandang disabilitas.

4
Memeriksa hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang sudah dilakukan
oleh PPDP (Model A A-KWK), khususnya hasil pemutakhiran daftar pemilih
penvandang disabilitas.

5 Merubah dan memperbaiki data jenis disabilitas pemilih penyandang
disabilitas vang tidak akurat dalam kolom keteransan {Model A-KWK).

tr

6
Meminta penjelasan kepada PPDP hilaterdapat datayangtidak lengkap dan
tidak dimengerti oleh PPS, khususnya dalam hasil pemutakhiran daftar
pemilih penyandang disabilitas.

7
Mengumumkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara ditempat
yang dapat didatangi oleh pemilih penyandang disabilitas.

8

I
1

Melaporkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara, khususnya
daftar pemilih penyandang disabilitas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan

Memastikan pembuatan TPS akses bagi penyandang disabilitas.

tr

I

FORMT'LIR 3 PPS

Keterangan Tambahan Lainnya

A. Rekrutmen

B. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

tr

tr

jdih.kpu.go.id/ntb



iI
t

FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH
PEI{YANDANG DISABILITAS UNTIIK

PANITIA PTMILIHAN KECAMATAN (PPKI

1
adi

informasiMenyebarluaskan rekru tmenadanya KPPS dan peluan bagi
tasdisabili PPS tr

2
adi

kesemMemberi kepadapatan disabilitaspenyandang memenuhiyang syarat
untuk PPS.

1
Ada bahasan ten carapem tang danproses datapengumpulan pengolahan

tasdisabili tr
2. Ada carapembahasan berkomunikasitentang berinteraksi dengan

disabilitas !
3 Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.

4

Pemutakhiran Daftar pemilih (ppDp) dan panitia
(PPS) mengerti dan memahami ketentuan dan

standar operasional Prosedur (Sop) dalam pemutakhiran data dan
daftar pemilih penyandang disabilitas.

Memastikan Panitia
Pemungutan Suara

tr

5.

membantu PPPD dan PPS sulike tanyang dalam SEmengalami pro
dan tianpencocokan data danpeneli (Cokli daftart) pemilih penyandang

disabilitas. tr

1
dataAdanya disabilitas danpemilih penyandang disabilitasketerangan Jerus yang

diakurat hasil takhiranu daftar tr
2

bilitas.
danData daftar hasil utakhiranpemilih pem KPU KIPyang dilaporkan kepada

Kota mencatat daseluruh ta disa tr
3 PemilihDaftarPengumuman Sementara odilakukan PPSleh harus(D yangPS)

bisa diakse olehS bilitasdisa tr

tr
B, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

tr

C. Pembuatan TPS Akses bagi penyandang Disabilitas

Tambahan Lainnya

jdih.kpu.go.id/ntb



FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAIGANAAN PEMILU AIGES BAGIPEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UITTUK KPU KABUPATEN/KOTA

1
DaIam menJrusun tankegia pemilu KPU kemengakomodir bu tuhan r

2. anggaran dibuyang tuhkan untukakses pemiluemilih en disabilitas
3. disabilipenyandang tas dalam sunanpenJru

bi1disa itas.

KPU melibatkan komunitas
akses

1 unitasMelibatkan kom pen disabiliyandang tas dalam sosialisasi tahapan T
2 Tersedian sosialisasimateriya dan media

calon akses
yang akses terkait visi dan misi tr

3 materiTersedianya dan media sosialisasi aksesyang terkait daftarhasil emu takhiran r
4. sialisasi yang akses terkaitjadwal

Tersedianya materi dan media so
pelaksanaan pemilu r

5. terima dan media sosialisasi akses terkaityang tata carastan ara.u tr

1

Dalam tanperekru PPK, dan adaKPPS himbauan memuntuk berikan
kesempatan kepada penyan disabilitasdarrg memen'uhiyang unsyarat tukmenjadi penyelenggara pemilu.

n
2 tuhkan oleh penyandang disabilitas

menyediakan alat ban tu dibu I
3 DaftarPengumuman Pemilih Sementara (D dilakukan olehPS) yang PPS Sharubisa olehS disabilitas. tr

1
dataAdanya pemilih disabilitas danpenyandang disabilitasketerangan jenis yang

dalamakurat daftar hasil utakhiran.

1
berikanMem informasi tentang aksespenyelenggaraan udahmpemilu yang

oleh bilitasdisa

2
Mengembangkan situs website
disabilitas.

oleh pemilih penyandangyang dapat diakses tr

1
rekomendasiti temhasil anuMenindaklanju Panwas Kab Kotapelanggaran

kaiter t akses

1
disabilitas

Ada datatakhiran daftardanpembahasan tentang pemu pemilih n

2
tentang cara berkomunikasi dengan penyandangAda pembahasan

disabilitas. tr

3 Ada pembahasan tentang pengertian danjenis disabilitas.

A. Penyqi*nan Rencana danKegiatan

T

C, Rekrutmen Pemilu

PPS

PemutakhiranD-; danData Daftar Pemilih

tr

tr
simbi$tan ,Tokais Pem PemilihG: Datautakhiran Daftardarr.. fiHi[PP,K m,,$iuntuk

tr

jdih.kpu.go.id/ntb



i

1 Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.

2 r
3.

Ada pembahasan ten
di TPS.

tang tata cara pelayanan pemilih penyandang

ten tata ca.ratang abu tan TPSpem yang

pilihnya sesuai dengandalamdisabilitaspenyandang hakmenggunakan
kriteria dalamtercantum buku
Ada pembahasan ta caratatentang alatpenggunaan tuban netratuna

teraksi
Ada bahasanpem ten tata caratang dengandisabilitas

r
4 tr
5. tr

FORMT LIR 5 KPU Kabupaten/Kota

H. Bimbingan Teknis pemungutan suara untuk ppK dan pps

Keterangan Tambahan Lainnya

jdih.kpu.go.id/ntb



,4r I tl

FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS UNTUK KPU PROVINSI

FORMUttR 6 KpU provinsi

1 Dalam menJrusun pemilu, KPU
disabilitas.

kegiatan mengakomodir
kebutuhan tr

2 Teralokasinya dibuanggaran tuhkan tukunyang pelaksanaan
akses disabilitas tr

3 KPU melibatkan
pen5rusunan kegia
disabiltas.

komunitas
tan pemilu

penyandang
akses bagi

disabilitas dalam
pemilih penyandang n

1 M komunitas dielibatkan sa tasbili SOdalampenyandang saslsiali

2 mediaTersedianya sialisasimateri dan SO Sakse vIs1terkaityang
m1s1dan calon akses n

3 materi dan media sosialisasi yang akses terkait daftar
hasil takhiran

4 sialimateri dan media SO sasiTersedianya akses terkai t adwalyang J

5 Tersedianya materi dan yang akses terkait tata
suara.

media sosialisasi

1 Dalam perekrutan PPK, PPS, dan KPPS ada himbauan untuk

uhi
berikanmem kesem ketanpa bilidisa,pada taspenyandang yang

memen t un mentuk adi

1

disa
tadaAdanya dandisabilitaspemilih penyandang keterangan

bilitas akurat dalam daftar hasil takhiran

1 informasi
disabilitas

berikanMem ten u aksestang penyelenggara pemil yang
udahm oleh tr

2 Mengembangkan s1 wetus S1b te diakse olehsyang dapat pemilih
bilidisa tas.

1 ti rekomendasi hasil temuan pelanggaran BawasluMenindaklanju
Provinsi terkait akses

1 Ada pembahasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
disabilitas

2 Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi dengan penyandang
disabilitas n

3 Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas

1 Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas
2 Ada pembahasan tentang tata cara pelayanan pemilih penyadang

disabilitas di TPS

Penyusunan Program AnggaranA. dan

B. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu mudahTahapan yang olehdipahami
Pemilih

Tersedianya

cara
Penyelenggara Pemilu.C. Rekrutmen

tr
D. Pemutakhiran Data Pemilih

jenis

E. Akses Informasi

G. Teknis

H. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS

tr

jdih.kpu.go.id/ntb



rI-

-.),

3
yang

dalam
yangpilihnya treria

Ada bahasanpem ten tata caratang buatanpem TPSmemudahkan bagi pemilih disabilitaspenyandang
hakmenggunakan suaiSC kridengan

tercantum dalam buku
4 Ada tenbahasanpem tata caratang alatpenggunaan bantu tunatemnetra te
5 Ada pembahasan tata caratentang berkomunikasi berin/ tegritas

bilidisa tas

I Penyelenggaraan kandidat

disabilitas

batde unakses tukyang penyandang
menmisalnya dengan uruyediakan bahasaJ tisyaraurl ketik

2
diakses

Seluruh informasi di ikan dalamyang SAJ debat kandidat pasangan
calon diSA tasbili

3 Penyandang disabili dalam debat kandidattas diikutsertakan
calon

4 Tersedianya tempat de
disabilitas.

bat kandidat yang akses bagi penyandang

5 Memasukkan ramahperspektif disabilitas dalam demateri battkandida calon u
* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

tr

n
trI. Kampanye CalonDebat

disabilitas, T

T
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